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Ketika berdiri sebagai TH sekitar 85 (delapan puluh lima) tahun yang lalu, lembaga pendidikan tinggi ini punya misi yang jelas, yaitu melayani kepentingan pemerintah kolonial untuk menyediakan tenaga ahli dan trampil dalam bidang keteknikan, khususnya teknik bangunan. Pendirian TH di Bandung adalah juga merupakan bagian dari politik balas budi Belanda, satu “paket” dengan pendirian sekolah tinggi kedokteran di Batavia, pamong-praja di Surabaya, pertanian dan kedokteran-hewan di Buitenzorg, kemudian menyusul sekolah-sekolah keguruan di Bandung, Salatiga dan Manado. Bahwa kemudian dari TH ini muncul seorang Ir. Soekarno, yang menjadi proklamator Indonesia Merdeka, tentu sama sekali di luar perhitungan politik Belanda. 


Era tahun 1950-an ditandai dengan tergabungnya lembaga pendidikan tinggi ini ke Universitas Indonesia, maka terjadilah “nasionalisasi” besar-besaran yang ditandai oleh dipulangkannya dosen-dosen berkebangsaan Belanda kembali ke negerinya. Pada awal tahun 1960, barulah lembaga ini resmi berdiri sebagai ITB dengan cita-cita “terselubung” ingin menjadikannya se-kaliber MIT di Amerika Serikat, atau TH Delft di Negeri Belanda atau TU Berlin, dan sebagainya. Ketika rezim berganti dari Orde Lama ke Orde Baru, semboyan “politik jadi panglima” berganti jadi “pembangunan (ekonomi) jadi panglima”. Peran ITB sebagai lembaga pendidikan tinggi sebenarnya agak “termarjinalisasi” pada era Orde Baru (dibandingkan UI misalnya, yang pakar-pakar ekonominya sempat “menguasai negara”), bahkan seperti semua lembaga pendidikan tinggi di negeri ini waktu itu, ITB pun pelan-pelan terpaksa di-“bonsai” untuk sekedar menjadi bagian dari mesin birokrasi pemerintahan belaka. Lebih-lebih setelah terjadi peristiwa menjelang Sidang Umum MPR 1978, ketika kampus ITB sempat diduduki oleh tentara selama sekitar 3 bulan, buntut-nya muncul kebijakan “Normalisasi Kehidupan Kampus” (NKK), maka lengkaplah sudah keterpurukan lembaga pendidikan tinggi seperti ITB dalam bayang-bayang birokrasi dari rezim yang berkuasa. Padahal di belahan bumi lain, sekolah-sekolah yang “mirip” dengan ITB, seperti Indian Institute of Technology (IIT), Tokyo Institute of Technology (TIT), Royal Melbourne Institut of Technology (RMIT), Asian Institute of Technology (AIT),  dan sekolah-sekolah serupa di Cina dan Korea, bahkan juga di Taiwan dan Thailand, terus berpacu dengan peningkatan kualitas dalam rangka menghadapi era peradaban baru: era informasi global. ITB semakin tidak “berbunyi” di dunia akademik internasional, sementara di dalam negeri ia masih jadi “panutan”, contoh-teladan dan rujukan sebagian perguruan tinggi di negeri ini. Jadi bisa dibayangkan, kalau ITB saja terpuruk, apatah lagi yang lain. Sistem pendidikan tinggi nasional pelan-pelan – tapi pasti – memasuki era keterpurukan yang dalam………. 


Bersamaan dengan sandhyakala ning Orde Baru, muncullah kesadaran di kalangan akademika di negeri ini bahwa keterpurukan itu harus dilawan, kalau tidak ingin sistem pendidikan tinggi di negeri ini berangsur-angsur collapse total. Kalau tidak bisa semua diselamatkan sekaligus, minimal beberapa di antaranya bisa diselamatkan terlebih dahulu. ITB, bersama-sama dengan UI, IPB dan UGM, diperlakukan berbeda dengan perguruan tinggi lainnya di negeri ini. Pada mulanya keempatnya dicoba  dijadikan Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Sasaran pertamanya untuk meningkatkan akuntabilitas. Perguruan tinggi adalah lembaga sosial yang menggunakan dana masyarakat yang dikumpul melalui SPP mahasiswa dan cara-cara lain. Maka pertanggung-jawaban pengelolaan suatu perguruan tinggi selayaknya harus dilakukan langsung kepada masyarakat. Selama ini, sebagai bagian dari birokrasi, perguruan tinggi negeri mempertanggungjawabkan pengelolaannya ke pemerintah, sedangkan perguruan tinggi swasta ke yayasan yang “memiliki”-nya. Sungguh tidak fair bagi masyarakat yang membiayai pengelolaan pendidikan tinggi ini, baik yang membiayai langsung (menjadi stakeholders) mau pun yang melalui pembayaran pajak. De-birokratisasi perguruan tinggi juga diperlukan untuk membangun otonomi perguruan tinggi yang bersangkutan. Sebab tanpa otonomi, mustahil akan terbangun dan berkembang tradisi-tradisi akademik yang sehat, yang pada akhirnya kelak akan meng-kristal menjadi kultur akademik yang universal. 


Tinggal satu tanda-tanya. Ketika kelak ITB benar-benar jadi beroperasi secara otonom sebagai suatu Badan Hukum (BH), lantas kepada siapa akan dinisbatkan kepemilikan BH ini? Kepada pemerintah menjadi BHMP? Atau kepada Negara menjadi BHMN? Atau kepada masyarakat menjadi BHMM? Yang paling mengkhawatirkan adalah jika pada prakteknya ternyata ITB ini menjadi BH milik sekelompok kecil orang, apakah itu berlabel “elite” tertentu, atau “kelas” tertentu, atau “korporasi” dan “pemilik modal” tertentu, atau bahkan “kasta”, “ethnis” atau “ras” tertentu. Seharusnya, dengan beroperasi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang otonom dan independen, ITB – sebagaimana layaknya suatu sistem pendidikan tinggi “standar” - bisa menjadi BH milik peradaban di muka bumi ini, melayani kemanusiaan yang universal, demi kemashlahatan kehidupan ummat manusia. Dan menjadi rahmat bagi sekalian alam………! 

